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Lampiran II Kata-Kata Sulit 

Agregat : Merujuk pada jumlah total barang dan jasa 

yang diinginkan oleh konsumen, perusahaan, 

dan pemerintah dalam suatu perekonomian 

pada suatu tingkat harga tertentu.  

Asas : Suatu landasan/prinsip/dasar pemikiran yang 

umum/abstrak yang didalamnya tidak ada 

memuat mengenai sanksi 

Concern : Perhatian, urusan, keprihatian 

Das Sein : Kaidah hukum dalam keadaan yang nyata 

Das Sollen : Kaidah hukum yang menerangkan kondisi 

yang diharapkan 

Deforestasi Tropis : Situasi hilangnya tutupan lahan dan atribut-

atributnya yang berimplikasi pada hilangnya 

struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Dalam 

jangka waktu yang lama, hutan yang 

dikonversi menjadi non hutan seperti semak 

memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. 

Deklarasi : Pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu 

hal) 

delegasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan dari 

satu organ pemerintahan kepada organ 

pemerintahan lainnya 

Desentralisasi : Pengalihan tanggung jawab, kewenangan, 

dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan 

lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah. 

Determinan : Menetukan/mempengaruhi 

Eksaminatif : Kekuasaan ini berhubungan dengan 

kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan 
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keuangan negara. Di Indonesia, lembaga yang 

memiliki wewenang kekuasaan eksaminatif 

adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. 

Eksekutif : Kekuasaan yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan kebijakan dan keputusan 

pemerintah. Cabang kekuasaan ini memiliki 

peran dalam menjalankan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh badan legislatif, yang 

biasanya diwujudkan dalam bentuk undang-

undang. Lembga eksekutif di Indonesia yaitu 

Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-

Menteri. 

Eksploitasi : Suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan 

untuk keuntungan pribadi, penghisapan, 

pemerasan pada orang lain yang pada 

dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan 

yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. 

Ekstraksi : Proses pemisahan bahan dari campurannya 

dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Fiskal : Segala urusan yang berkenaan dengan pajak 

atau pendapatan negara 

hierarki : Tata Urutan 

Interdeterminan : Lebih mempengaruhi 

IUP : Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 

serta pascatambang. 
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IUPK : lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang 

selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan di 

wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

Kode HS  : : Suatu daftar penggolongan barang yang 

dibuat secara sistematis dengan tujuan 

mempermudah penarifan, transaksi 

perdagangan, pengangkutan dan statistik 

Konstitutif : Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan 

Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini 

dijadikan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) 

Konstitusionalitas : Konstitusionalitas dalam black law 

Dictionary diartikan sebagai konsisten 

dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; 

tidak bertentangan dengan ketentuan 

konstitusi atau hukum dasar negara. 

tergantung pada sebuah konstitusi, atau 

dijamin atau diatur oleh konstitusi. 

keseluruhan maupun sebagian. 

Legislatif : Kekuasaan untuk membuat atau merumuskan 

undang-undang yang diperlukan negara. 

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang 

kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan 

rakyat karena untuk menetapkan peraturan 

adalah wewenang dari lembaga perwakilan 

rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan 

legislatif menjalankan fungsi pengaturan. 

Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR 

RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, 

DPD 
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Legislator : Pembuat Undang-Undang, anggota dewan 

legislatif 

Moneter : Kebijakan dalam upaya mengendalikan 

perekonomian negara secara makro 

Naskah Akademik : Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi 

latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran 

yang ingin diwujudkan dan lingkup, 

jangkauan, objek, atau arah pengaturan 

rancangan undang-undang 

Norma : Aturan maupun ketentuan yang sifatnya 

mengikat suatu kelompok orang didalam 

masyarakat. Dimana norma diterapkan 

sebagai panduan, tatanan, dan juga 

pengendali tingkah laku yang apabila 

dilanggar terdapat sanksi yang akan 

dijatuhkan 

Otonomi : Pemberian hak dan kekuasaan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri kepada instansi, perusahaan, dan 

daerah. 

Progresif : Ke arah kemajuan, berhaluan ke arah 

perbaikan keadaan sekarang, atau juga bisa 

diartikan bertingkat-tingkat naik. 

Prolegnas : Program Legislasi Nasional Penyusunan 

Undang-Undang (Prolegnas) adalah 

instrumen perencanaan program 

pembentukan Undang Undang yang disusun 

secara terencana, terpadu, dan sistematis 

Regulator : Regulator adalah rangkaian regulasi. 

Sedangkan, pengertian regulasi adalah 
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sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan 

cara untuk mengendalikan manusia atau 

masyarakat dengan suatu aturan atau 

pembatasan tertentu 

Reklamasi : Kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau 

menata kegunaan lahan yang terganggu 

sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, 

agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai 

peruntukannya. 

RUU : RUU merupakan rancangan UU yang belum 

disahkan dan berlaku mengikat 

Sentralisasi : Memusatkan seluruh wewenang kepada 

sejumlah kecil manajer atau yang berada di 

posisi puncak pada suatu struktur organisasi. 

Sentralisasi banyak digunakan pada 

pemerintahan lama di Indonesia sebelum 

adanya otonomi daerah. 

Senyawa Karbonan : Senyawa karbon adalah senyawa yang 

komponen utamanya tersusun dari atom 

karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), 

nitrogen (N), sulfur (S), dan unsur organik 

lainnya. Karbon sendiri merupakan 

komponen terbesar dalam senyawa kimia 

yang ada di muka bum 

Tutupan  : Penutupan lahan oleh vegetasi dengan 

komposisi dan kerapatan tertentu sehingga 

tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro, 

tata air dan tempat hidup satwa sebagai satu 

ekosistem 

WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah 

wilayah yang diberikan kepada pemegang 
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IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau 

pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan 

Batuan. 

WIUPK : Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus 

dalam WUPK, yang selanjutnya disebut 

WIUPK, adalah wilayah yang diberikan 

kepada pemegang IUPK. 

Yudikatif : Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan 

oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya serta 

Mahkamah Konstitusi. 
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Lampiran III Letter of Acceptance (LoA) Terbit Jurnal  
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Lampiran IV Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran V Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal 
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Lampiran VI Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal 
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Lampiran VII Surat Izin Penelitian/Riset 

 

 

ampiran VII Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset 
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Lampiran VIII Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian/Riset 
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Lampiran IX Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif 
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Lampiran X Sertifikat Baca Tulis Al-Qur’an 
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Lampiran XI Sertifikat Keterampilan Komputer 

 

 

  



225 
 

 
 

Lampiran XII Sertifikat TOEFL 
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Lampiran XIII Surat Keterangan Peroleh SKK 
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